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	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan dan penganggaran di KPU Kota Padang pada Pilkada tahun 2018 melalui anggaran berbasis kinerja dan mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip EMB dalam proses perencanaan dan penganggaran pilkada Kota Padang tahun 2018 di lingkungan KPU Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip EMB dan prinsip perencanaan keuangan dalam proses penyusunan anggaran Pilkada Kota Padang tahun 2018 .
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Pendahuluan
Pelaksanaan pemilu merupakan pesta demokrasi yang memerlukan perencanaan secara matang dan membutuhkan anggaran yang relatif besar. Proses penganggaran sangat erat kaitannya dengan tahapan pemilu sebagai wujud dari perencanaan pemilu. Penganggaran pada pemilu penting dalam melegitimasi pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis. Tata Kelola anggaran pemilu harus sesuai dengan standard penyusunan anggaran. Kesalahan dalam pengelolaan anggaran dapat menghasilkan tata kelola yang buruk (bad electoral governance) dan hasil pemilu yang rendah legitimasinya.
Perencanaan pemilu terdiri dari strategic planning, perencanaan operasional, perencanaan tahapan.  Tata Kelola pemilu pada perencanaan strategi tertuang dalam Renstra KPU yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada, melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan menetapkan apa yang hendak dicapai organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra merupakan dokumen perencanaan dalam periode lima tahun yang berisi visi, misi, tujuan, strategic, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berpedoman pada RPJM. Keberhasilan pemilu sangat tergantung pada tahapan pra pemilihan, tahapan pelaksanaan pemilihan, dan tahapan pasca pemilihan. Perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara matang untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 
Anggaran lembaga penyelenggara pemilu harus sesuai dengan target dan keluaran yang lebih fokus. Sulitnya menyelaraskan antara anggaran dengan program yang dijalankan oleh KPU menjadi permasalahan tersendiri bagi KPU. Anggaran pemilu tidak bisa dianggarkan sebagai atau hanya pada akhir tahun saja, namun anggaran KPU harus mengakomodir tahapan demi tahapan sampai berakhirnya pemilu. Hal ini yang merupakan salah satu kekhasan dari perencanaan dan penganggaran lembaga penyelenggaraan pemilu khususnya KPU.
KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sebagai Elektoral Managent Body (EMB). KPU Kota Padang belum melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang ideal sesuai dengan prinsip transparansi, efesiensi dan efektivitas.  Dalam pemeriksaan inspektorat terungkap banyak alat bukti pertanggungjawaban anggaran yang tidak lengkap pada tiap-tiap mata anggaran yang disusun dan direncanakan dan beberapa mata anggaran untuk kegiatan yang ada ternyata belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk direalisasikan. Hal ini tentunya merupakan dampak dari proses penyusunan anggaran yang belum ideal dan belum sesuai dengan prinsip-prinsip EMB.
Anggaran dalam RAB tidak mengikuti perencanaan yang sudah disepakati sebelumnya. Perlu kiranya diteliti proses perencanaan dan pengangaran pada pilkada Kota Padang dalam perspektif sebagai EMB karena perlunya menyelaraskan prinsip pengelolaan anggaran dan prinsip dari EMB.
Perencanaan dan penganggaran pada Pilkada Kota Padang terlihat adanya kelemahan bahwa fakta di lapangan telah melakukan revisi anggaran sebanyak 4 kali dengan melibatkan perubahan anggaran lebih dari 2 Milyar, hal ini mengindikasi bahwa perencanaan yang dibuat tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip EMB dan prinsip pengelolaan keuangan terutama transparansi, akuntabilitas, efektif, efesien dan profesionalisme. Perubahan paling banyak terjadi pada tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilu.
Bertitik tolak pada permasalahan anggaran perlu menerapkan anggaran berbasis kinerja dalam mengukur perencanaan dan penganggaran pilkada Kota Padang dalam perspektif tata kelola pemilu, anggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan kepada kinerja yang ingin dicapai. 
Permasalahan diatas menjelaskan bahwa penelitian perlu dilakukan dengan mengangkat beberapa masalah yaitu:
1. Bagaimana proses/ siklus perencanaan dan penganggaran pemilu kepala daerah oleh KPU Kota Padang pada Pemilu Kepala Daerah tahun 2018?
2. Bagaimana penerapan prinsip EMB dan prinsip pengelolaan anggaran dalam penyusunan perencanaan dan anggaran Pilkada Kota Padang tahun 2018 oleh KPU Kota Padang?
Penelitian ini bertujuan 1) untuk mendeskripsikan proses perencanaan dan penganggaran di KPU Kota Padang pada Pilkada tahun 2018 melalui anggaran berbasis kinerja, 2) untuk mendeskripsikan dan menganalisa penerapan prinsip EMB dalam proses perencanaan dan penganggaran Pilkada Kota Padang tahun 2018 di lingkungan KPU Kota Padang
Tinjauan Pustaka
Teori Terry (1973) menjelaskan fungsi manajemen terdiri dari: POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controling), siklus manajemen ini berlaku pada masing-masing program dan kegiatan tahapan pemilu. Pelaksanan proses penganggaran KPU tidak terlepas dari prinsip umum EMB yaitu: 1) Independensi, 2) Imparsialitas, 3) Integritas, 4) Egisiensi, 5) Profesionalisme, 6) Berorintasi Pelayanan. Dalam hal pengelolaan anggaran juga didasarkan pada pinsip pengelolaan keuangan (IDEA) yaitu: 1) Transparansi, 2) Efesiensi dan Efektivitas, 3) Integritas, 4) Akuntabilitas.
Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dilakukan untuk menjelaskan beberapa fenomena terkait proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan prinsip-prinsip EMB dan pengelolaan anggaran, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini atas pertimbangan nilai-nilai, norma, budaya, struktur organisasi dan hal lainnya yang mempengaruhi penerapan prinsip EMB dan pengelolaan anggaran pada Pilkada Kota Padang. Dalam pendekatan kualitatif dan metode studi kasus terdapat 6 (enam) sember data yaitu: dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, ibservasi langsung, observasi partisipan dan artefak fisik.[footnoteRef:2] Informan penelitian sebanyak 6 orang. Analisis data dengan tahapan yaitu: mengolah data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. [2:  Marshall dan Rossman. 1989 dalam Robert K. Yin. 2009. Case Study Research: Design and Method (4rd ed). California: Sage Publications, Inc] 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Proses/Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pilkada KPU Kota Padang tahun 2018 
Dalam siklus penganggaran tahapan penyusunan program dan anggaran termasuk pada tahapan persiapan. Dalam tahapan ini terjadi negosiasi anggaran antara KPU dengan Pemerintah Daerah serta pengesahan anggaran oleh DPRD setempat. Proses pembahasan anggaran dilakukan melalui rapat divisi, rapat pleno internal KPU dan rapat koordinasi dengan TAPD. Hasil rapat divisi kemudian dibawa ke tingkat pleno untuk disepakati RAB dan RKB. Dilanjutkan pada rapat koordinasi dengan TAPD yang menjadi agenda penting sekaligus harus sesuai dengan regulasi dan aturan keuangan yang ada yang kemudian menjadi acuan untuk merasionalisasikan penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya. RKB tersebut menjadi kesepakatan anggaran yang diterima KPU Kota Padang dengan penandatanganan NPHD sebagai tahap ratifikasi/approval. Dalam proses perumusan dan penyusunan anggaran untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang, KPU Kota Padang melakukan proses negosiasi dengan pihak TAPD, awalnya KPU mengajukan anggaran 44 milyar dan melalui beberapa kali rapat koordinasi dan negosiasi  disepati anggaran pemilu 37 milyar.
Tahapan ratifikasi dan approval pada siklus anggaran melibatkan persetujuan dari DPRD Kota Padang dan Penandatanganan Naskah Perjajian Dana Hibah (NPHD). Tahapan ini juga meliputi Penandatanganan Naskah Perjajian Dana Hibah (NPHD) registrasi dana hibah, pembukaan rekening, pengesahan dana hibah, dan pengembalian dana hibah. NPHD ditandatangani oleh Walikota Padang dan Ketua KPU Kota Padang, dana hibah berasal dari APBD Kota Padang tahun 2017 dan 2018 digunakan untuk pemilihan walikota dan wakil walikota Padang tahun 2018. Dalam NPHD pencairan dana hibah berlangsung 2 tahap, namun tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah dan akhirnya menjadi 4 tahap pencairan yang berbeda dengan kesepakatan NPHD. Total pencairan dana hibah sebesar 35,9 M, selisih 1,1 M dari NPHD awal senilai 37 M. Setelah NPHD ditandatangani, KPU Kota Padang mengajukan permohonan nomor register ke DJPRR Kementrian Keuangan. Kemudian pihak DJPRR langsung menverifikasi kelengkapan berkas register. Setelah dinilai lengkap, pihak DJPRR melakukan penerbitan nomor registrasi selama 2-5 hari kerja. Pembukaan rekening penampungan dana hibah langsung (RPDHL) dilakukan KPU Kota Padang dengan membuka rekening penampungan sementara pada Bank BTN Cabang Padang. Sebelumnya telah dilakukan perjanjian Kerjasama antara KPU Kota Padang dengan BTN Cabang Padang, selanjutnya surat pernyataan pembukaan rekening juga disampaikan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Padang. Dengan mengajukan usulan revisi ke Kanwil DJPB Sumbar maka terjadi penyesuaian pagu anggaran hibah langsung perlu pengesahan oleh Bendahara Umum Negara sehingga pagu DIPA KPU Kota Padang akan bertambah sejumlah anggaran pilkada yang direncanakan sampai akhir tahun 2017. Sisa dana hibah yang digunakan untuk kegiatan pemilihan walikota dan wakil walikota dikembalikan kepada pemerintah daerah Kota Padang.
Tahapan implementasi/pelaksanaan pengelolaan anggaran dana hibah melibatkan proses pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan per item kegiatan. Tahapan implementasi melibatkan penunjukan pengelola keuangan, penyaluran dana hibah, pencairan dana dalam beberapa tahap. Penyaluran dilaksanakan melalui mekanisme transfer dana dari RPDHL KPU Kota Padang ke rekening BPP RPS KPU Kota Padang. Dalam penyaluran dana hibah kepada ad hoc (PPK, PPS, KPPS) dilakukan dengan 2 mekanisme penyaluran yaitu penyaluran secara langsung dan penyaluran secara berjenjang. Penggunaan dana hibah dilakukan dengan cara BPP melakukan pembayaran berdasarka SPBy yang ditandatangani oleh PPK dilampiri bukti pengeluaran. Proses pertanggungjawaban BPP Ad hoc dengan menyampaikan bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada BPP KPU Kota.  BPP KPU Kota menyampaikan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada Bendahara Pengeluaran KPU. Bendahara Pengeluaran KPU menyampaikan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPK KPU Kota. Selanjutnya PPK KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan menyampaikan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPSPM.
Tahapan pelaporan dan evaluasi dilakukan oleh KPU Kota Padang kepada DPRD Kota Padang sebegai bentuk pertanggungjawaban KPU sebagai penyelenggara pemilihan. Laporan ini juga ditembuskan kepada KPU Provinsi Sumbar, KPU RI, Gubernur dan Menteri yang menangani urusan pemerinrahan dalam negeri. Laporan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah pemilu selesai. Sisa dana hibah dikembalikan ke kas daerah.
Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip EMB dan Prinsip Pengelolaan Keuangan dalam Proses Penyusunan Anggaran Pemilu Kepala Daerah Kota Padang tahun 2018
Prinsip Independensi, menurut Wall, Ellis, Ayoub, Dundas, Rukambe dan Staino Indonesia menggunakan model penyelenggara independensi dalam pemilu. Dalam pelaksanan pilkada Kota Padang tahun 2018, independensi KPU terlihat dalam tahapan penyusunan program dan anggaran, tidak ada tekanan dari pemerintah daerah Kota Padang baik eksekutif maupun legislatif. 
Prinsip integritas, KPU Kota Padang telah menjaga integritas dalam proses penganggaran pilkada tahun 2018 dengan baik. Hal ini tergambar dari KPU Kota Padang memulai proses anggaran lebih dari satu tahun sebelum pelaksanaan tahapan pilkada dan melakukan penandatangan NPHD lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. KPU Kota Padang juga telah menjelaskan persiapan pilkada kepada pemerintah daerah sebelum tahapan dimulai. KPU Kota Padang mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku dalam penyusunan anggaran. KPU Kota Padang juga melakukan revisi anggaran untuk memastikan semua kegiatan dan tahapan pilkada tercakup dalam anggaran. Seluruh proses ini menunjukkan komitmen KPU Kota Padang dalam menjaga integritas.
Prinsip transparansi, dalam pelaksanaan pilkada Kota Padang tahun 2018, KPU Kota Padang telah berkomitmen dalam menerapkan prinsip transparansi untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam wujud publikasi proses anggaran dan progressnya kepada publik baik media cetak maupun media elektronik, mengumumkan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE KPU RI, publikasi laporan keuangan, serta melaporkan hasil pilkada kepada pemerintah daerah dan DPRD.
Prinsip efesiensi, pada pilkada Kota Padang telah adanya Upaya optimal KPU Kota Padang dalam menerapkan prinsip efisiensi dalam proses penyusunan anggaran. Pembahasan anggaran dilakukan rapat divisi sebanyak 24 kali, rapat dengan tim TAPD dan pihak terkait pada jajaran pemerintah tercatat sebanyak 6 kali. Dalam proses revisi anggaran dalam laporan pilwako tahun 2018 sudah melakukan 4 kali revisi anggaran. KPU Kota Padang dengan segala potensi dan sumber daya yang ada secara optimal dan prinsip kehati-hatian. Hal ini menandakan KPU Kota Padang sudah menerapkan prinsip efesiensi.
Prinsip profesionalisme, KPU Kota Padang telah berusaja menjalankan pemilu secara professional dan kredibel melalui Upaya intensif dalam perencanaan anggaran, melibatkan staf dan komisioner yang berpengalaman serta mematuhi regulasi yang berlaku.
Kesimpulan
Dalam penyusunan anggaran pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2018, KPU Kota Padang menerapkan prinsip-prinsip EMB (Election Management Body) dan prinsip pengelolaan keuangan dengan baik. KPU menunjukkan independensi dalam tahapan penyusunan anggaran, menjaga integritas dengan memulai proses anggaran lebih awal dan melakukan revisi anggaran, menerapkan transparansi dengan publikasi proses anggaran dan laporan keuangan, melaksanakan prinsip efesiensi dengan rapat pembahasan yang intensif serta menjalankan pemilihan dengan profesionalisme dan kredibilitas.
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